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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami
Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di
Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)”
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan
Agama Lamongan dalam memutuskan perkara Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg
tentang pemberian izin poligami karena calon istri kedua pemohon tidak ingin
menikah kecuali dengan pemohon, dan bagaimana analisis yuridis terhadap
putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan
penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim
Pengadilan Agama Lamongan dalam memberikan izin poligami adalah
berdasarkan Pasal 41 huruf ¢ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58
ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni suami yang akan poligami harus
berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka,
dan ketentuan Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal
55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni
adanya persetujuan dari istri baik tertulis maupun lisan di depan persidangan.
Karena keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat besar, apabila jika
hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan akan melakukan
hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dasar hukum
dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami
tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan
bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon, belum sesuai dengan alasan yang
diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristri lebih
dari satu orang atau berpoligami.

Penulis berharap bahwa untuk kedepannya ketentuan alasan permohonan
izin poligami dalam perundang-undangan lebih dipertegas dan hakim dalam
melakukan pertimbangan hukum lebih diperketat kembali, terutama dalam hal
yang menjadi alasan permohonan izin poligami tersebut. Karena dikhawatirkan
akan menjadi celah bagi suami yang mengajukan poligami dengan mudah tanpa
adanya alasan yang darurat dan yang sesuai di dalam aturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang memang poligami tersebut boleh dilakukan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Allah SWT telah memberikan cara tersebut sebagai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana

Allah SWT berfirman dalam surat An-nis@’ ayat 1:

4y Oglelid G A 148515 Fleny 15peS pIESREF RPN RVE 35

by aeke 018 Al Oy ey Y15

Artinya : Wahai manusia, bertagwalah kepada Tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan

(Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)

nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan

laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah

kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Sesungguhnya  Allah selalu menjaga  dan
mengawasimu.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa perkawinan adalah perjanjian
yang suci, kemudian ditegaskan pula pada sebuah hadith yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yang berbunyi:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu ‘'anhu berkata: Rasulullah

Saw bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara

! Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus), 78.



kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum
mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq
Alaihi”?

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang
sangat kuat atau mithsagon gholizan untuk mentaati perintah Allah SWT
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu, diharapkan semua
pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib
memeliharaan menjaganya secara bersungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan pasangan masing-
masing serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami
istri  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, wa rasmah.

Sebagai makhluk Allah SWT yang mulia, manusia tidak pernah
terlepas dari fitrahnya. Islam sebagai agama yang memberikan jalan atau
cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan
pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat maupun hukum
positif di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin
seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan

selalu terjun dalam suatu realita, yang mendidik dan menjauhkan diri dari

2 Achmad Sunarto, Terjemah Bulugul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 469.



sikap teledor dan bermalas-malasan.® Islam tidak mengizinkan asketisme
dan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan fisik yang alami dan fitrah,
menurut Islam, segala naluri seksual atau bukan, harus dipenuhi dalam
batas yang wajar. Islam tidak membenarkan seseorang menuruti hawa
nafsunya yang tak terpuaskan.* Beristri adalah cara yang legal dan halal
untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang. Sebagaimana harta dan
kekuasaan, shahwat seks juga berpotensi menjebak kita untuk masuk
kedalamnya, berburu kenikmatan, sehingga menjadi lupa diri.”

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat
perhatian khusus dari Allah SWT. Hingga tidak mengherankan kalau
Allah SWT meletakkan pembahasan ini pada awal surat an-nisa®
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling
banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak
dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif,
psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.” Menurut
sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang.
Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami vyaitu lbrani, Arab
Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia,

Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.®

% Yusuf Qaradhawi, Halal wal Haram fil Islam, yang diterjemah oleh Tim Kuadran dengan judul
Halal dan Haram (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 198

* Ibnu Mustafa, Perkawinan Mut’ah dalam Persepkektif Hadist dan Tinjauan Masakini, (Jakarta:
Lentera, 1999), 70.

® Agus Mustofa, Poligami Yuuk!, (Surabaya: Padra Press, 2010), 210.

® Muhammad Shahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004,),
425.

" Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 156.

8 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT Alma’arif, 1990), 169.



Seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu biasa disebut
dengan poligami. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa
poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan
penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau
gamos Yyang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini
digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa
arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang
tidak terbatas.’

Satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa hukum Islam pada
dasarnya membolehkan bentuk perkawinan poligami, walaupun demikian
Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan yaitu menyangkut jumlah
wanita yang boleh dinikahi dalam satu saat dan adanya keadilan kepada
semua istri.’® Namun dalam Islam sebagaimana yang sudah diuraikan di
atas poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan
batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.™

Dalam Islam poligami dibolehkan (mubah) seperti yang di

isyaratkan dalam QS an-nisa’ [4]:3

v B B - _ 2 o 4 o N 2 °, 2 R °, ° .
sladd) fp WS Olb s 1558518 (Galand) (2 1ghads YT R4 019
g e E e Yoo G .0 °~’-E PR b R
eSa e 9l 8139 \}37\.&.; N Ra s)};. th) u}’\.;j Lghiia

2 %

|

NEER R RTERRE < TP
Artinya: ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana

% Labib MZ, Pembelaan Ummat Manusia, (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), 15.

19 Titik Triwulan Tutik dan Trianti, Poligami Perspektif Perikatan Nikah Menurut Hukum Islam
dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 49.

1 Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia,
1996), 84.



kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
dzalim”

Hingga saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi topik yang
laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang
maraknya praktik poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan
yang kontra-produktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi
yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang
menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.
Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam
keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai istri, karena cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya.*?

Dengan menitik beratkan demi kepentingan manusia, baik secara
individual maupun masyarakat, poligami tidak serta-merta diperbolehkan
oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi
diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan
tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk

melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.1

Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu:

12 Muhammad Bagjir Al-Habsyi, Figih Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama..., 90.



Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. lstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. lstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana
di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu:
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila:
a. lstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

c. lstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan ini maksud dari diperbolehkan itu bukan adalah suatu
kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat.
Dengan ayat tersebut di atas, jelas sekali Undang-undang perkawinan telah
melibatkan pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk
mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang namun harus sesuai
dengan alasan yang telah dikemukakan di atas.** Pada penjelasan Pasal 3
ayat 2 tersebut dinyatakan bahwa pengadilan dalam memberikan

keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan

¥ Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia..., 162.



5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum
perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berkenaan
dengan pasal 4 setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan
dasar mengajukan izin poligami.*

Mengingat beberapa ketentuan di atas dirasakan bahwa
persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya
poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh
karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan
kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat
yang ditentukan.

Dalam putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg menerangkan bahwa
alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan khawatir akan
terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri
keduanya tidak ingin menikah kecuali dengan Pemohon.

Menurut penulis, ketika memahami situasi dan kondisi tersebut,
jika seorang suami mengajukan izin poligami hanya karna khawatir akan
terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri
keduanya tidak ingin menikah kecuali dengan dia bukanlah alasan yang
dibenarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai
syarat-syarat  diperbolehkannya poligami dalam  Undang-undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam Putusan No.

% 1bid, 163.



0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, menyatakan bahwa Majelis  Hakim
mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Dengan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul ‘“Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin
Poligami karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan
Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No.

0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.)”

. ldentifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka
dapat diketahui banyak masalah yang ditemukan. Untuk itu permasalahan
tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya poligami.

2. Dasar hukum poligami.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg dalam perkara pemberian izin poligami.

4. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan
Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg dalam perkara pemberian izin

poligami.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi
masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok

masalah yaitu:



1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg dalam perkara pemberian izin poligami.

2. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian 1zin Poligami karena Calon Istri
Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon di Pengadilan

Agama Lamongan (Studi Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.)

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami
terhadap pemohon dalam putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami karena
calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon di
Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No.
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.)?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah izin poligami ini sebenarnya bukan
hal yang baru lagi, karena banyaknya para cendekiawan yang membahas
mengenai permasalahan ini, tetapi masih banyak perhatian yang mengarah
pada permasalahan poligami yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi
ini yaitu:

1. Skripsi “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami

Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor:
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0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg” dalam skripsi ini mengkaji tentang
bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pengajuan izin
poligami dikarenakan khawatir melanggar syariat agama di Pengadilan
Agama Malang.”

2. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami
oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Istri Tidak Dapat
Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri karena Sering Kecapekan
Bekerja dan Suami Hyperseks” dalam skripsi ini mengkaji tentang
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan
bagaimana analisis hukum islam terhadap permohonan izin poligami
karena istri tidak dapat melakukan kewajibannya karena sering
kecapekan berkerja dan suami hyperseks di Pengadilan Agama
Pasuruan.*

3. Skripsi “Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami yang
Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.
913/Pdt.G/2014/PA/Gs)”, oleh Ahmad Fajar Danial. Hasil dari
penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan
hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin

poligami adalah berdasarkan kaidah figh yang berbunyi: “apabila

15 Rizqia Zakiah, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir
Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg” (Skripsi- - UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 8.

16 Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan
Agama Pasuruan dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri karena
Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hyperseks” (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2018), 8.
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dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai
mengerjakan yang lebih besar mafsadah-nya dengan cara mengerjakan
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mafsadah yang lebih ringan”.

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa
penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mempunyai perbedaan yang
sangat mendasar dengan penelitian sebelumnya yaitu pertimbangan hukum
yang digunakan dalam putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg adalah
Pasal 55 ayat (2), pasal 58 ayat (1) huruf b dan Pasal 58 ayat (2), dimana
hakim mengabulkan izin poligami hanya melihat dari segi material dan
dari sisi keadilan saja.

Sehingga dapat diketahui pembahasan tentang pemberian izin
poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan
pemohon bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian
sebelumnya, karena tidak ditemukan penelitian terdahulu yang cukup
relavan, sementara sebelumnya belum pernah dikaji tentang pembahasan

ini.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal
yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami karena

Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon di

' Ahmad Fajar Danial, “Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks
Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik
N0.913/Pdt.G/2014/PA.Gs” (Skripsi — Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), vi.
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Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No.

0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam
kasus pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Lamongan pada
putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kasus pemberian izin
poligami di Pengadilan Agama Lamongan pada putusan No.

0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti
lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian, yaitu:
1. Secara Teoristis
Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum
Khususnya perdata di Fakultas Syariah dan Hukum. Serta, sebagai
bahan informasi, pengetahuan, dan keilmuan yang berhubungan
dengan hukum acara di lembaga peradilan khususnya perkara
poligami.
2. Secara Praktis
Sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami pantas atau tidaknya
karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon
dijadikan alasan dalam pengajuan izin poligami khususnya bagi yang

masyarakat yang melakukan izin poligami, dan berguna bagi
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penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika terdapat

persoalan yang sama dengan masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah serta menghindari
penyimpangan terhadap skripsi, maka perlu adanya penjelasan tentang
definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: Suatu penguraian mengenai suatu persoalan
berdasarkan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini adalah
permasalahan yang terjadi pada putusan izin poligami di Pengadilan
Agama Lamongan pada Nomor: 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

2. lzin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali
Dengan Pemohon: Kebolehan yang diberikan oleh hakim untuk
seorang suami menikahi lebih dari satu orang wanita berdasarkan
putusan pengadilan. Dalam putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg
calon istri kedua pihak yang mengajukan permohonan tidak ingin

menikah kecuali dengan pemohon.
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H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library
research). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.™®

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka
dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

a. Dasar pertimbangan hukum hakim adanya putusan pemberian izin
poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali
dengan pemohon di Pengadilan Agama Lamongan.

b. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum
Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat secara umum, seperti antara lain:

1) Salinan Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

'8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.
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2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
4) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder vyaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa
literatur hukum, antara lain:

1) Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Dengan Academia, 1996.

2) Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencana, 2004.

3) Titik Triwulan Tutik dan Trianti, Poligami Perspektif Perikatan
Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang
dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini
menggunakan:

Studi dokumen merupakan salah satu sumber utama peneliti guna
pengumpulan data dalam penelitian pustaka. Penelitian ini berusaha
mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau
dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dengan cara

membaca, mentelaah, dan mengklasifikasikan masalah yang ada di
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dalam dokumen tersebut.*® Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa putusan No.

0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg. tentang izin poligami.
4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing, yaitu meneliti kembali terhadap data yang diperoleh dari
berbagai kepustakaan yang ada. Dengan mengkaji atau
mempelajari isi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg. Hal tersebut untuk mengetahui apakah
data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai
dengan masalah. Kemudian, menyusun data yang ditemukan ke
dalam kalimat yang sederhana.

b. Sistematisasi, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap data,
kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan data dan
menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang
dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara
data yang satu dengan data yang lain.

c. Deskripsi, vyaitu peneliti  menggambarkan hasil penelitian
berdasarkann data yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif

yaitu menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
2004), 113.

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.



17

sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam
yang kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang
berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian
digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam
hal ini data yang dianalisis yaitu tentang pertimbangan hukum hakim

dalam menetapkan perkara Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan
merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini bermaksud
untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan
yang terkandung dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan atau metodologi yang meliputi
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka konsepsional dan landasan teori yang
terdiri dari: Tinjauan umum poligami dan poligami dalam Islam.

Bab ketiga, berisi deskripsi latar belakang adanya putusan izin
poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan
pemohon dan gambaran umum tentang Profil Pengadilan Agama
Lamongan (letak geografis dan wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, dan

tugas dan fungsi Pengadilan).
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Bab keempat, hasil analisis yuridis putusan Pengadilan Agama
Lamongan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg. tentang izin poligami karena
calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-
saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang
terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang

menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.



BAB Il
KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

A. Tinjauan Umum Poligami
1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat
perhatian khusus dari Allah SWT. Hingga tidak mengherankan kalau
Allah SWT meletakkan pembahasan ini pada awal surat an-nisa’.
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang
paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami
ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat
normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan
gender. Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum
Islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami
yaitu lbrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia,

Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.*!

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari
bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang
artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau
perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang

banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami

2! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT Alma’arif, 1990), 169.

19



20

adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang
wanita dalam waktu yang sama.

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan
yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu)
istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga
poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu
yang bersamaan.*

Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa
pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang, dari Undang-undang tersebut dapat
diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling
banyak empat orang, api juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di
depan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan,
poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu
terbatas empat orang perempuan saja dan dengan pengabsahan dari
pengadilan sebagai institusi, sehingga tidak disalah gunakan oleh
orang yang hendak melakukan poligami.

2. Sejarah Poligami

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali
hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing
dengan poligami. Misalnya sejak dahulu kala poligami sudah dikenal

orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, arab Romawi, Babilonia,

22 Sjti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2 0 0 7 ) , 4 3
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Tunisia, dan lain-lain.?® Banyak orang salah faham tentang poligami.
Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka
menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan
secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami
tidak dikenal dalam sejarah manusia.?* Sebenarnya sejak zaman
sebelum Nabi Muhammad Saw, poligami telah banyak dilakukan.
Secara historis poligami ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Tinjauan historis terhadap poligami

Mengenai tinjauan historis terhadap poligami ini yaitu dari
aspek sejarah, dimana umat manusia sejak zaman Nabi Adam
hingga sekarang. Dalam tinjauan ini tentu saja tidak dapat
dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di
kawasan barat dan timur, terutama peristiwa-peristiwa kecil yang
berkenaan dengan poligami dikalangan masyarakat awam. Tidak
ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami
dilaksanakan, hanya saja dapat diketahui poligami sejak zaman
purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama
dikalangan ke atas baik kalangan nabi, rokhaniwan, tokoh politik,
perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan
hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya

memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

%> Tihami, Fikih Munakahah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 352.
24 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami..., 44.
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Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi lbrahim yang
hidup sekitar tahun 5000 SM, melaksanakan poligami dengan
menikahi dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali
Nabi Ibrahim mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan
tahun tetapi masih belum juga dikaruniai seorang putra, kemudian
atas perintah Siti Sarah Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar,
seorang wanita muda bekas budak raja Namrudz yang diberikan
kepada keluarga Ibrahim. Dari perkawinannya dengan Sti Hajar
Nabi Ibrahim memperoleh seorang putra Ismail yang kelak
menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Keturunan
Nabi Ismail banyak mencatat sejarah umat manusia dan yang
terbesar adalah Nabi Muhammad Saw.

Kemudian sekitar 14 tahun Siti Sarah yang sudah lanjut
usia itu melahirkan seorang putra yang bernama Ishaq yang kelak
juga menjadi Nabi, begitu pula salah satu putranya Ya’qub dan
beliaulah yang menurunkan bangsa Yahudi. Salah seorang cucu
Nabi Ibrahim bernama Ya’kub bin Ishaq termasuk salah seorang
dari para rasul Allah yang tercatat melaksanakan poligami bahkan
jumlahnya tidak dua orang seperti kakeknya melainkan empat
orang dan dua diantaranya kakak beradik. Memang saat itu belum
ada shari’at berisi larangan seorang laki-laki mengawini dua orang

wanita kakak beradik sekaligus.
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Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir,
sekaligus sebagai imam para Nabi dan Rasul dan dalam jabatan
kenegaraan sebagai kepala negara dan panglima perang yang
berhasil mempersatukan bangsa Arab Jahiliyah yang senang perang
antar suku itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam panji-
panji Islam. Nabi Muhammad Saw pertama kali menikah pada
umur 25 tahun dengan perempuan mulia bernama Siti Khadijah
yang saat itu merupakan seorang janda dan telah berusia 40 tahun.
Ini adalah pernikahan yang ditunjuk Allah karena Khadijah
merupakan perempuan mulia dan yang pertama memeluk Islam.?
Selama menikah dengan Siti khodijah dikaruniai 2 putra dan 4
putri, dari 6 putra beliau lima diantaranya sudah meninggal sejak
masih kecil kecuali Fatimah.

Nabi Muhammad Saw tidak memadu Siti khodijah seperti
layaknya pemimpin Arab pada saat itu. Rasulullah Saw menjalani
monogami selama 25 tahun bersama Khadijah. Akan tetapi
semenjak Siti Khodijah wafat di kala Rasulullah berusia 50 tahun,
beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah disaat
usia beliau menginjak 51 tahun atau di kisah lain ada yang menulis
52 tahun, Rasulullah mengakhiri masa dudanya dengan menikahi
Aisyah yang telah berusia 19 tahun (ada catatan lain yang

mengatakan Aisyah ketika dinikahi Rasulullah baru berusia 9

% Rizki Ridyasmara, “Rasulullah Baru Poligami di Usia 51 Tahun (1)”, https://m.eramuslim.com,
diakses pada tanggal 7 November 2018 pkl. 20.00 wib
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tahun, kisah ini tidak benar adanya). Namun pernikahan dengan
Aisyah baru disempurnakan ketika beliau hijrah ke Madinah.

Setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah Saw yang telah
berusia 56 tahun menikah lagi dengan Saudah binti Zam’ah,
seorang janda berusia 70 tahun dengan 12 orang anak. Setelah itu
Rasulullah kembali menikah dengan Zainab binti Jahsyi, janda
berusia 45 tahun, lalu menikah dengan Ummu Salamah, seorang
janda berusia 62 tahun. Disaat berusia 57 tahun, Rasulullah
kembali menikah dengan Ummu Habibah, seorang janda berusia
47 tahun dan Juwairiyah binti Al-Harits, seorang janda berusia 65
tahun yang telah mempunyai 17 anak.

Setahun kemudian Rasulullah kembali menikah dengan
Shafiyah binti Hayyi Akhtab, seorang janda berusia 53 tahun yang
sudah memiliki 10 orang anak, lalu meikah dengan Maimunah
binti Al-Harits seorang janda berusia 63 tahun dan menikah dengan
Zainab binti Harits seorang janda berusia 50 tahun yang banyak
memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah.*®

Dari cerita diatas disebutkan bahwa, Nabi Saw melakukan
monogami selama 25 tahun bersama Khadijah dan tidak
melakukan poligami. Barulah setelah satu tahun wafatnya
Khadijah, Nabi Saw melakukan poligami kurang lebih selama 12

tahun. Maka tidaklah benar Nabi Saw adalah seorang yang suka

*® https://m.eramuslim.com, diakses pada tanggal 7 November 2018 pkl. 20.00 wib
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berpoligami. Karena Nabi Saw melakukan poligami dengan alasan
yang mulia, tidak hanya mengutamakan hawa nafsu belaka.

Dalam setiap pernikahan poligami yang dilakukan oleh
Rasulullah Saw terdapat keistimewaan-keistimewaan dan situasi
khusus sehingga Allah mengizinkan beliau untuk melakukan
poligami. Dari segala catatan yang ada, tidak pernah ada satu
catatan pun yang menyatakan bahwa pernikahan poligami yang
dilakukan Rasulullah Saw disebabkan karena ingin menjaga
kesuciannya dan perzinahan atau dari segala yang berkaitan dengan
hawa nafsu.?’

Para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang melakukan
poligami seperti Umar bin khattab, Khalid bin walid, Ali bin Abi
Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya. Pada saat itu memang langka
sekali laki-laki Arab hanya beristri seorang wanita, mayoritas
mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua,
tiga atau empat orang istri tetapi sampai sepuluh orang. Setelah
mereka masuk Islam paling banyak beristri empat orang, kecuali
Nabi memang mendapatkan perkecualiaan dari Allah SWT baik
dalam hal beristri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat
khususan untuk beliau.?®

b. Tinjauan agama-agama terhadap poligami

*” https://m.eramuslim.com, diakses pada tanggal 7 November 2018 pkl. 20.00 wib
%8 Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami, (Yogyakarta: Al Kausar, 1990) 112.
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Masing-masing agama mempunyai tinjauan berbeda
terhadap poligami. Ada yang melarang sama sekali, ada yang
membolehkan tetapi bersyarat, ada pula yang membolehkan
dengan tidak adanya batasan-batasan yang jelas, ada pula tidak
mengatur secara tegas. Dalam agama Taurat yang diturunkan
kepada nabi Musa, tidak terdapat pembatasan secara jelas
mengenai poligami, seorang laki-laki dapat melakukan poligami
tanpa ada batasan. Agama Yahudi yang diturunkan kepada nabi
Musa itu membolehkan laki-laki mempunyai istri banyak sampai
puluhan orang.

Agama Nasrani dalam prakteknya menganut sistem
monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Praktik ajaran
monogami dalam agama Nasrani ini sabenarnya tidak ada dasar
antara perintah monogami dan poligami. Begitu pula apabila kita
lihat sepanjang hidupnya Nabi Isa, yang tidak pernah menikah,
berarti tidak melakukan monogami apalagi melakukan poligami,
hingga beliau diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Bahkan agama
budha dan shintho memang tidak jelas mengatur masalah poligami

baik secara jelas-jelas melarang maupun mengharuskannya.”

Dalam agama Islam ada peraturan tidak membolehkan
adanya poligami dengan jumlah tidak terbatas, tetapi juga tidak

mengharuskan umatnya untuk melakukan monogami mutlak,

# Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami..., 112.
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seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam
keadaan dan situasi apapundan tidak pandang bulu laki-laki itu
kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil apakah tidak secara
lahirnya. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami tetapi
memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami
secara terbatas.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang
istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami.
Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki
beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak
menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk
poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak
semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka
Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang memang
mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk
melaksanakan poligami terbatas.®

Diperbolehkan poligami menurut Islam bukan tanpa aturan,
melainkan Islam membolehkan poligami mempunyai sayarat dan
batasan jumlah maksimal dalam brepoligami. Poligami terbatas
pokok Kkriteria persyaratannya adalah: 1. Jumlah istri yang
dipoligami paling banyak 4 orang wanita, 2. Dimumgkinkan laki-

laki itu dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, Adil dalam hal ini

** Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami..., 112.
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menyangkut keadilan lahiriyah dan batiniyah. Islam membolehkan
laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar
untuk mengatasi penyaluran nafsu sahwat laki-laki atau sebab-
sebab lain yang mengganggu ketentraman batinnya, agar tidak
sampai jatuh ke medan perzinaan maupun pelacuran yang jelas-
jelas diharamkan oleh agama.

Sudah dijelaskan dasar pokok diperbolehkannya poligami
dalam Al-Quran yaitu pada surat an-nisa’ ayat 3 dan hadits Nabi
Muhammad Saw, bersabda pada waktu Ghailan masuk Islam
bersama beberapa temannya yang masing-masing mempunyai
sepuluh istri. “ambil empat orang dan ceraikan selainnya”.
Tinjauan sosiologis terhadap poligami

Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di
dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern maupun
masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam pejabat
dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang kaya
maupun miskin. Bahkan berbagai macam negara yang ada di dunia
ini sangat mengenal adanya poligami. Pada masyarakat yang
berbagai macam jenis pekerjaan, golongan suku, bangsa bahkan
pendidikan bukan berarti poligami tidak ada atau kurang diminati
oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat primitif banyak yang
melakukan praktik-praktik poligami, kita lihat dalam kehidupan

suku-suku terasing di Irian Jaya, kepala suku mempunyai istri
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banyak, banyak masyarakat pengembala di Asia Tengah, Padang
Pasir Arab Saudi, Sahara, kawasan Afrika dan masyarakat lain
yang masih tergolong primitif sudah merupakan perbuatan biasa
bila laki-laki mempunyai istri lebih dari satu.®*

Ketika dihubungkan dengan hukum rimba, yang dijelaskan
siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang lebih ampuh
dialah yang dapat tempat lebih terhormat. Kepala suku adalah
orang yang kuat di antara mereka yang dengan kewibawaannya,
keperkasaannya, kekuasaannya berhasil mengalahkan lawan-
lawannya termasuk lawan sukunya. Pada masyarakat yang sudah
berkembang atau masyarakat yang hidup di negara-negara maju,
kebutuhan seksual tetap merupakan kebutuhan pokok yang
menyangkut kebutuhan rokhaniyah, sedangkan sandang, pangan,
papan merupakan kebutuhan pokok jasmaniyah. *

Di negara barat memang melarang poligami, karena negara-
negara itu menganut ajaran agama Nasrani, tetapi dalam
prakteknya denagn dilarangnya poligami, mereka mencari
alternatif lain seperti perzinahan, adanya hubungan bebas free sex,
samen leven dan sebagainya yang pada dasarnya mereka
berkeinginan dan berusaha untuk bermain seks tidak hanya dengan
pasangannya, tetapi juga dengan pasangan lain atau berkeinginan

untuk mencari angin baru atau formula-formula baru. Sebagian

*! Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami..., 112.

%2 |bid
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orang mengatakan bahwa di kalangan masyarakat menengah ke
atas poligami tidak mejadi prioritas, melainkan poligami
merupakan perbuatan masyarakat rendahan, poligami perbuatan
laki-laki kalangan rendah. Memang poligami banyak dilaksanakan
oleh rakyat kalangan rendahan atau kalangan menengah ke
bawah.*

d. Tinjauan yuridis terhadap poligami

Poligami merupakan bukan permasalahan baru yang
diperdebatkan di Indonesia. Ada yang setuju dengan ketentuan
tersebut dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya poligami.
Terlebih lagi ketika suatu rancangan Undang-undang tentang
perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-undang, tentang
masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai di antara
sekian banyak masalah lainnya. Tentulah dalam pembicaraan yang
ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami atau
poligami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang-
undang yang hendak diciptakan itu.

Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas
tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan orang yang menurut
hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri
dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-undang

perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni

% Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami..., 132.
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berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu

dan izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai

dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan.**

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang

bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang
ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan
di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini hanya
memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang apabila
a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

** K. Wancik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 22.
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Pasal 5

(1) Untuk  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang
harus dipenuhi syarat-syarat berikut
a. Ada persetujuan istri/istri-istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilterhadap
istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak
mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab

lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Poligami juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal
44 Bab VIII Beristri Lebih Dari Seorang Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Pengadilan.
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Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami
kawin lagi, ialah:

- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
istri;

- Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan;

- Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan
lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang
pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan mempelihatkan:

i.  Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang
ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
ii.  Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii.  Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
Pengadilan;
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan



34

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan

untuk itu.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan menganai hal-hal pada Pasal 40
dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengan istri yang
bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan olenh Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya,

surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari

seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan
perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang
sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam

Pasal 43.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan poligami juga
diatur dengan ketat untuk mendapatkan tujuan poligami yang
sesuai dengan aturan Al-Quran. Poligami diatur dalam Bab IX
Pasal 55-59 KHI sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan,
terbatas hanya sampai empat istri.

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat

izin dari Pengadilan Agama.

(1) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

(2) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
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a. lstri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. lstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka
untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi
syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.
1 Tahun 1974:

a. Adanya persetujuan istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri
dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi
sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan itu
dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada siding
Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan
bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi

pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-
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istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain

yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan
atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57,
Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin
setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di
persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri

atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

B. Poligami dalam Islam

Banyak sekali pendapat para fugoha’ dan ulama modern yang
menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum shari at
yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang
berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang

menjelaskan tentang poligami yang berbunyi:
’&"A‘ ot e 2F 7 o 4 g Lo o4 P R .
Oy Sl g el 5 SO Ol B ASST anl g ke VT 22 03
AN A N Py Tz yeed L Emo,
a5 W (3ol S5 0 ST oS G gl 3038 Tl T (i
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang
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kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan surat an-nisa’ ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan
poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim
yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan
gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan
poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi
kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai
nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja
(monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan
kebutuhan yang mendesak.*

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah SWT tidak hanya
sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan,
namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak
berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para
janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa
khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Yusuf Ali berpendapat kawinilah anak yatim bila engkau yakin
bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya
secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim melainkan juga
penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam. Hussein
Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi

wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang atau

% Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. 1), 234.
% Muhammad Shahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, terj. Sakiran Syamsudin,
(Yogyakarta: el-Saq Press, 2004), 428.
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mungkin dari sebab-sebab lain sehungga wanitawanita itu tidak terjerumus
ke dalam lembah perzinaan karena kini mereka memiliki suami-suami
baru dalam poligami yang disahkan berdasarkan hukum.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat
di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya
berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang
hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan
dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang
poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi
ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang
penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.®’

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk
melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati
suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai

sekarang  dengan syarat atau  dalam keadaan darurat.

¥ M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.
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DESKRIPSI PUTUSAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI
KEDUA TIDAK INGIN MENIKAH KECUALI DENGAN PEMOHON

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan
1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan
Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama
Tingkat Pertama Kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan berkedudukan
di JI. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Kelurahan/Desa dari 27
Kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km2 dan jumlah penduduk
1.186.458 jiwa. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada
Bujur 120° 4° s.d. 120° 33’ Bujur Timur dan Lintang 60° 51 s.d. 23
Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai
berikut:
1) Sebelah Utara dengan laut Jawa
2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gresik
3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten
Mojokerto

4) Sebelah Barat Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban®

** Pengadilan Agama Lamongan, Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan
Tahun 2015-2019, (Lamongan: t.p., 2015), 1-4.
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Kab.

Lbakita Kocarnatan

Kab.
Mojokerto

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

BAGAN STRUKTUR

ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KELAS 1A

6 1, D H. Fadhiyatd indh
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a. Tugas

1)

2)

3)

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat
pertama anatara orang Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,
Infak, Shadagah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama).

Pengadilan agama dapat memberikan  keterangan,
pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52
Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
dan memberikan istbat kesaksian hilal dengan penetapan awal
bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Undangundang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama).

Melaksanakan administrasi kepaniteraan pengadilan agama
sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi
kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan
serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah

ditentukan.

b. Fungsi

Fungsi pengadilan agama adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

B. Dasar Pertimbangan Adanya Putusan lzin Poligami Karena Calon
Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon

Pengadilan Agama Lamongan memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama Yang Terdaftar dengan Nomor Perkara
0743/Pdt.G/2015/PA.Lmg, Sebagaimana duduk perkaranya yang akan
dijelaskan dibawah ini:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili
adalah sebagai berikut: Dra. Hj. Masnukha, M.H. yang ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj.
Rusmulyani, M.H. sebagai Hakim Anggota I, Drs. H. Sholichin S, M.H.I.
sebagai Hakim Anggota Il, dan Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai
Panitera Pengganti.

1. Identitas Para Pihak
Perkara izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang berumur 45
tahun, beragama Islam yang berkerja sebagai Pemungut
Sampah/Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Deket, Kabupaten
Lamongan. Melawan Termohon yang berumur 47 tahun, beragama
Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, dan bertempat tinggal di
Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Perihal yang diajukan

kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan Calon Istri
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Kedua yang berumur 38 tahun, beragama Islam, tempat kediaman
berada di Kabupaten Tuban dan Calon Istri Kedua tersebut berstatus
gadis.

Duduk Perkara

Pengadilan Agama Lamongan memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari

Senin, tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Syakban 1439 Hijriah, dengan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, yang

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/1/2006 tanggal 18
Januari 2006);

b. Selama pernikahan berlangsung Permohon dan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2
orang anak, anak yang pertama berumur 17 tahun dan anak kedua
berumur 15 tahun;

c. Setelah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon
bertempat kediaman di rumah orang tua selama di rumah orang tua
Termohon di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan selama 12

tahun 2 bulan;
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Kemudian setelah pernikahan berlangsung sekitar 12 tahun
tepatnya pada tahun 2018, Pemohon ingin menikah lagi (Poligami)
dengan seorang perempuan bernama Xxx yang berumur 38 tahun
beragama Islam, Tidak Bekerja, dan kediamannya di Kabupaten
Tuban.

Pemohon izin untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan calon
istri kedua tidak ingin menikah jika tidak menikah dengan
Pemohon;

Atas rencana Pemohon untuk menikah lagi tersebut Termohon
telah menyatakan persetujuannya, dan Pemohon sanggup dan
mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
serta sanggup berlaku adil terhadap mereka;

. Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan calon
istri kedua karena khawatir akan melakukan perbuatan yang
dilarang oleh agama;

. Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon mampu memenuhi
kebutuhan hidup istri-istri pemohon serta anak-anaknya, karena
Pemohon bekerja sebagai Pemulung/Pedagang mempunyai
penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulannya;

Calon istri Pemohon tersebut telah menyatakan kerelaannya untuk
menjadi istri kedua dari Pemohon;

Antara Pemohon dan juga Termohon dengan calon istri kedua

tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan
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semenda yang dapat menjadi penghalang bagi pernikahan

Pemohon dengan calon istri kedua;

k. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat
pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, serta walinya
telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya;

I. Selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
memperoleh harta berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type GL 200 R Warna
Hitam tahun 2013 Atas Nama Sukarto dengan Nomor Polisi: L
5812 YW;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type F1C02N28L0
AT Warna Merah Hitam tahun 2017 Atas Nama Supriono
dengan Nomor Polisi: S 6979 MK;

m. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu
gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi
milik Pemohon dan Termohon;

n. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lamongan segera memanggil pihak-pihak dalam
perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan
calon istri kedua bernama Xxx;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana posita angka 12 (dua belas)
sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

5. Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan
nasihat kepada Pemohon, Termohon serta Calon Istri Kedua Pemohon
tentang seluk beluk berpoligami, yang selanjutnya para pihak menyatakan
telah memaklumi dan menyatakan pula akan berusaha untuk berbuat dan
bertindak sesuai ketentuan, serta pihak berperkara telah pula menempuh
mediasi dan berdasarkan laporan mediator bahwa ternyata mediasi gagal;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini, dilanjutkan
dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pernyataan
Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan
membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, dan
Termohon menyatakan tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi;

Bahwa, Pemohon di persidangan menghadirkan calon istri
keduanya bernama Xxx, yang secara lisan menyatakan bahwa pada

pokoknya calon istri kedua Pemohon tidak terikat perkawinan dan
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pertunangan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan keluarga/muhrim

dengan Pemohon dan Termohon, serta bersedia untuk dimadu oleh

Pemohon;

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada Form sebagai
berikut: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10. (sebagaimana
tercantum dalam salinan putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, dapat
dilihat di halaman Lampiran).

Baik antara Pemohon dan Termohon keduanya juga telah
menghadirkan Saksi-Saksi masing-masing Yyang selanjutnya disebut
SAKSI 1 dan SAKSI 2. Menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Yang
mana dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan
hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi
(poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon
karena Pemohon berkata sudah lama mengenal calon istrinya waktu
kerja di pabrik.

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja sebagai

Pemulung, namun tidak tahu penghasilannya.
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e. Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Calon Istri Kedua
Pemohon sudah sering bertemu dan Termohon sudah menyetujui
hubungannya dengan Pemohon.

f. Bahwa antara Calon Istri Pemohon dengan Pemohon dan Termohon
tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk
menikah, dan maksud Pemohon untuk menikahi Calon Istri Kedua
Pemohon telah mendapat persetujuan keluarga Pemohon dan
Termohon.

g. Bahwa Insya Allah Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya
dan sanggup membiayai rumah tangganya bersama Termohon dan istri
keduanya.

h. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon dan

Termohon mempunyai harat berupa 2 (dua) buah sepeda motor.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Lamongan dalam Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

Sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon yang telah
diuraikan dalam surat permohonan pemohon yang juga telah dikuatkan
olen keterangan Termohon bahwa selama dalam Pernikahan antara
Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, kemudian setelah
pernikahan berlangsung selama 12 tahun, Pemohon ingin menikah lagi
dengan seorang perempuan yang masih gadis berumur 38 tahun, beragama

Islam, sehari-hari tidak bekerja. Pemohon mengajukan poligami dengan
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alasan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan
Pemohon.

Menurut putusan tersebut bahwa Pasal 49 ayat (2) beserta
penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989), dan memperhatikan bukti P.1 dan P.2, maka
perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lamongan
dan Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada
Majelis Hakim agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi
(berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx dengan alasan
Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh
agama, dan calon istri kedua Pemohon tidak ingin menikah kecuali hanya
dengan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk menikah lagi
dengan calon istrinya bernama Xxx, dalam jawabannya Termohon di
persidangan pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil
Pemohon tersebut, dan Termohon telah menyatakan pula bahwa ia tidak
keberatan Pemohon menikah lagi sebagaimana surat pernyataan (bukti
P.7), Termohon memberikan tanggapan dan dengan ikhlas memberikan

ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang
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menjadi pilihan Pemohon, karena Pemohon berjanji dapat berlaku adil
kepada istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan janji Pemohon (P.8), dan
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Termohon dan
Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling kenal dan pihak
keluarga sudah saling merestui, maka Termohon telah mengijinkan
Pemohon yang diucapkan secara lisan di persidangan untuk menikah lagi
dengan seorang perempuan bernama Xxx.

Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah penduduk Kabupaten
Tuban (bukti P.4) dan dipersidangan menerangkan bahwa ia masih
perawan dan sudah mengetahui Pemohon mempunyai istri dengan 2 (dua)
orang anak, dan ia menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 bermaterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan
Bea Materai.

Bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka
nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya
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terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah terikat dalam
suatu pernikahan.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi Pemohon (Sayidi
bin Dola dan Muin bin Sadiran) di persidangan menerangkan bahwa para
saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami)
dengan seorang perempuan bernama Xxx, dan Pemohon sudah lama
mengenal calon istrinya waktu kerja di pabrik, para saksi mengetahui
antara Termohon dan Xxx sudah sering bertemu dan Pemohon tidak
mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah,
masih bujang dan tidak dalam pinangan orang lain. Maksud Pemohon
untuk menikahi Xxx telah mendapat persetujuan keluarga Pemohon dan
Termohon, para saksi menerangkan Pemohon sanggup berlaku adil kepada
istri-istrinya dan sanggup membiayai rumah tangganya bersama Termohon
dan istri keduanya.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon
istri kedua Pemohon serta bukti-bukti maka telah dapat ditemukan fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dalam
pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk
menghidupi istri-istrinya;

- Bahwa, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku

adil terhadap istri-istrinya;
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- Bahwa, Pemohon telah medapat persetujuan dari Termohon untuk
menikah lagi dengan calon istri kedua;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram
dengan calon istri kedua, dan tidak ada hal-hal yang dapat
menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa permohonan Pemohon agar
diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XxxX
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf ¢
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b
Kompilasi Hukum Islam, yakni suami akan berpoligami harus
berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak
mereka, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya
persetujuan dari istri baik secata tertulis maupun secara lisan didepan
persidangan.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas, dan untuk hal tersebut dapat pula diterapkan Pasal 3 dan 5 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat
dikabulkan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula
memperhatikan ketentuan dalil Al-Qur’an pada surat an-nisa’ ayat 3 dan

129 yang berbunyi
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Al Quran surat an-nisa’ ayat 3:
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Artinya: “Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga

atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,
nikahilah satu saja”.

Al-Quran Surat an-nisa’ ayat 129:
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu berlaku cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga memohon agar
Majelis Hakim menetapkan harta-harta berupa 1 (unit) Sepeda Motor
Merk Honda Type GL 200 R Warna Hitam Tahun 2013 atas nama Sukarto
dengan Nomor Polisi: L 5812 YW dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk
Honda Type F1C02N28L0 AT Warna Merah Hitam Tahun 2017 atas
nama Supriono dengan Nomor Polisi: S 6979 MK adalah harta bersama
Pemohon dan Termohon.

Bahwa alat bukti P.6, P.9 dan P.10 tersebut merupakan akta

autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut
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tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat
sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal
165 HIR, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam
pernikahannya memiliki harta berupa berupa 1 (unit) Sepeda Motor Merk
Honda Type GL 200 R Warna Hitam Tahun 2013 atas nama Sukarto
dengan Nomor Polisi: L 5812 YW dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk
Honda Type F1C02N28L0 AT Warna Merah Hitam Tahun 2017 atas
nama Supriono dengan Nomor Polisi: S 6979 MK.

Bahwa harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang
telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pasal
tersebut bias mengandung ketidakadilan apabila diterapkan begitu saja
pada perkawinan poligami, karena dalam keadaan tertentu dapat
merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenya Pasal tersebut
harus dipahami bahwa harta yang diperoleh dari suami selama dalam
ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama
milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami
selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula
suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut
merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua.

Bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka
nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya
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terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memiliki
harta-harta tersebut telah diakui pula oleh Termohon.

Bahwa karena telah terbukti harta-harta tersebut sebagai harta
bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan
Termohon, maka harta bersana tersebut dapat ditetapkan sebagai harta
bersama milik Pemohon dan Termohon, dan istri kedua tidak mempunyai
hak terhadap harta bersama tersebut.

Bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan
ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampinhkan.

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2006 n
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989) biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon,

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi
telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh

karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.



BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN (Studi Putusan
Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami
Terhadap Pemohon dalam Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg

Pertimbangan ~ hukum  Hakim dalam putusan  Nomor:
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang izin poligami karena khawatir akan
terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri
kedua Pemohon tidak ingin menikah kecuali hanya dengan Pemohon.
Meskipun pada perkara ini Pemohon mengutarakan maksud dan tujuannya
berpoligami hanya karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang
dilarang agama dan calon istri kedua Pemohon tidak ingin menikah
kecuali hanya dengan pemohon.

Dalam penelusuran penulis, menurut penulis pertimbangan yang
digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku, karena apabila hakim
mengabulkan hal tersebut akan tidak sesuai dengan tujuan persyaratan
poligami dibuat dengan tujuan praktik poligami diperketat dan seseorang
yang akan melakukan poligami tidak semena-mena melakukan poligami
hanya karena nafsu belaka atau hanya dengan dasar suka sama suka saja.

Pada umumnya orang datang ke Pengadilan untuk mencari
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Walaupun keadilan

dalam urutan yang pertama namun yang dibutuhkan seseorang di
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pengadilan sebenarnya adalah berkeinginan agar mendapat kepastian
hukum dan melegalkan statusnya, dan tidak ada keresahan antara pihak
pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon. Pada permohonan
tersebut, terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon
untuk melakukan poligami sesuai dengan bukti lampiran surat pernyataan
Termohon.

Dalam pertimbangan lainnya, Hakim juga mempertimbangkan
bahwa pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya.
Sederhananya adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak
terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain
terlantar®®, bukti tersebut harus dilampirkan dengan surat bukti mampu
berbuat adil dan atas izin dari istri pertama pemohon dengan menyatakan
tidak keberatan apabila istri pertama pemohon untuk dipoligami.
Pernyataan tersebut bisa melalui lisan atau tulisan. Dengan itu syarat yang
ditentukan dalam Pasal 41 huruf ¢ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf d
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan
permohonan izin poligami tersebut menurut Majelis Hakim dapat

dikabulkan.

% Titik Triwulan Tutik, Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Konstektual
Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974..., 68.
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Karena seseorang yang mengajukan perkara izin poligaminya di
Pengadilan maka dianggap sebagai orang yang sadar hukum, dengan
melihat fenomena poligami liar yang banyak dilakukan pada zaman
sekarang yang mengakibatkan status hubungan menjadi tidak jelas, nikah
siri merajalela, status anak yang dilahirkan menjadi tidak berkekuatan
hukum. Maka majelis hakim menilai cukup atas bukti yang telah
disampaikan di persidangan.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus merujuk kepada
Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu menurut penulis, penulis
sependapat dengan hakim yang menggunakan dasar hukum tersebut,
karena hakim harus menggali hukum guna menegakkan keadilan di mana
setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas equality
before the law, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di

hadapan proses hukum.*

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian lIzin Poligami Pada Putusan
Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg

Dalam putusan ini diterangkan bahwa izin poligami yang diajukan

oleh suami karena calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali

dengan pemohon. Alasan calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali

dengan  pemohon bukanlah alasan yang dibenarkan  untuk

0 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. (Jakarta:Kencana, 2009), 240
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diperbolehkannya seorang suami  melakukan poligami, sebab
diperbolehkannya poligami diberikan dengan batasan-batasan yang berupa
syarat-syarat dan tujuan ketika suami tersebut mengalami keadaan darurat,
yang mana keadaan tersebut memungkinkan untuk berpoligami.

Telah dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 3

(1) Pada asasnya seorang suami pria hanya boleh memiliki seorang istri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
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Dari pasal ini sudah jelas bahwa mengajukan izin poligami harus
dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang dan hanya berlaku
untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja. Tentang konsep
poligami, yang tertulis dalam Al-Quran, menurut Abduh hanyalah karena
tuntutan pada zaman perang Uhud yang pada saat itu banyak anak yatim
dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang.
Sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat
darurat.** Kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
biologis kaum Adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, kalau
untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan
kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Akan tetapi dalam putusan ini tidak sesuai dengan Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan Pasal 4 yang mana seharusnya
poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat, terbukti istri pertama
telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak
mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, karena yang menjadi
masalah disini adalah calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah
kecuali hanya dengan pemohon.

ketika seseorang yang mau mengajukan perkara izin poligaminya
di pengadilan maka dinilai sebagai orang yang berpikir tentang hukum
melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dan sadar akan hukum yang

telah berlaku, dengan melihat fenomena poligami liar yang banyak

* Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Academia, 1996), 83.
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dilakukan pada zaman dahulu dan sekarang yang mengakibatkan status
hubungan menjadi tidak jelas, nikah siri merajalela, status anak yang
dilahirkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Sehingga mengakibatkan
kemudaratannya lebih besar, terlebih apabila permohonan tersebut tidak
dikabulkan jelas mudarat tersebut kemungkinan terjadi.

Karena setiap manusia yang membangun rumah tangga
menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera
baik lahir maupun batin, dimana suatu keharmonisan dan kelangsungan
hidup sebagai tujuan pernikahan akan tercapai didalamnya.

Dalam hal ini pada dasarnya hukum mempunyai sifat dinamis,
maka Hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu
pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberikan
keputusan Hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan
keadilan (keadilan hukum) yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim
harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan, dengan berkaca pada
teori rechtvinding, disini hakim dalam memutus perkara selain berpegang
pada Undang-undang juga berpegang pada hukum yang berlaku di dalam
masyarakat, yaitu menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya
kemudian ditafsirkan dengan menggunakan dengan hukum yang berlaku,

baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.*?

Ada banyak syarat
yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk

memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan

*2 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 92
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agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami

permasalahan.

Kemudian syarat yang telah ditentukan oleh Uudang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk melakukan poligami sebagaimana
dalam pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenubhi

syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. adanya  kepastian bahwa suami  mampu  menjamin
keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Begitu juga dengan syarat yang ditentukan pada Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu: Apabila seorang suami bermaksud

untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan
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secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40,
setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada
tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan
oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya
alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga
telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974. Selain itu pengadilan juga
memeriksa ada atau tidaknya pernjanjian dari istri, baik perjanjian lisan
maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian
lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami
sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan
pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam
bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan
tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani
oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah
diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan
mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini

dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu
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yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-
lampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan
pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau
kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi
waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah
diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin
kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan
berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari
seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk
beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak
memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk
melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam
pasal 43. Dengan adanya bukti bahwa suami mampu berbuat adil kepada
istri-istrinya dan dengan adanya izin dari istri pertama maka bolehlah
seseorang tersebut melakukan poligami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
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b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. lstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jelas tertulis bahwa pengajuan izin poligami harus memenuhi
persyaratan yang telah dijabarkan dalam Pasal 57 kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, berdasarkan pertimbangan hakim terhadap
pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah
kecuali dengan pemohon ini tidak seharusnya dikabulkan oleh Majelis
Hakim, karena dalam Undang-undang tidak terdapat alasan seseorang
boleh melakukan poligami hanya karena calon istri kedua pemohon tidak
ingin menikah kecuali dengan pemohon. Muhammad Shahrur berpendapat
bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi
sangat menganjurkan, namun ada dua syarat yang harus dipenuhi apabila
seseorang hendak poligami, yang pertama bahwa istri kedua, ketiga dan
keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua
harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak
yatim.*?

Dari situ jelas bahwa Allah SWT tidaklah memperbolehkan
poligami hanya karena hawa nafsu saja. Seperti praktik poligami yang
telah Nabi Saw lakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan janda yang
memiliki anak vyatim, bukan hanya karena nafsu belaka. Tetapi

kebanyakan saat ini, pelaku poligami sekarang mengemukakan alasan

** Muhammad Shahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, terj. Sakiran Syamsudin..., 428.



67

untuk menjaga mereka dari perzinahan. Tentu itu tidak salah, akan tetapi
dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, bukanlah
jaminan seorang laki-laki terbebas dari godaan terhadap perempuan lain.
Rasulullah Saw tidak pernah menjadikan hal seperti itu sebagai alasan
Rasulullah Saw melakukan poligami.

Seperti halnya dengan alasan poligami karena calon istri kedua
tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, itu hanya suatu bentuk
alasan saja agar dapat menikah lagi. Apabila nantinya akan datang lagi
seorang wanita yang hanya mau menikah dengannya, laki-laki akan terus
mencari alasan agar dapat menikah lagi dan bersembunyi di balik
pernyataan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Kalau dilihat dari sisi keadilan, tentu seorang laki-laki yang
mempunyai penghasilan yang bagus dan pekerjaan yang tetap akan
mengatakan dia sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.
Tentu sisi keadilan tersebut belum dapat dibuktikan secara langsung. Oleh
karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya alasan calon istri kedua
tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon tidak seharusnya
dikabulakan. Melihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan
hukum Islam tidak menyebutkan hal tersebut menyebabkan seseorang
dapat melakukan poligami.

Menurut penulis, hakim dalam melakukan pertimbangan hukum
harusnya mencakup keseluruhan apa saja yang menjadi dasar hukum

hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya mengambil setengah-
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setengah saja. Karena pada dasarnya, poligami bisa dilakukan hanya dalam
keadaan mendesak saja. Syarat-syarat poligami diatur agar pelaku
poligami tidak semena-mena mengajukan permohonan poligami hanya
karena alasan yang menguntukan satu pihak saja, dan seharusnya para
pihak yang bersangkutan haruslah tau aturan yang berlaku di Indonesia
mengenai syarat-syarat poligami agar tujuan diaturnya peraturan tersebut

tercapai.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami
karena calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan
pemohon, adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum
Islam, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin
poligami tersebut dikabulkan. Dengan menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka
majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut
karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan,
kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.

2. Berdasarkan  analisis  yuridis  terhadap  Putusan ~ Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang izin poligami ini adalah karena
calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan
pemohon. Permohonan izin poligami karena calon istri kedua

pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon sebenarnya
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bukanlah alasan diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami,
dan tidak seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam
ketentuan Undang-undang tidak terdapat penjelasan mengenai alasan
seseorang berpoligami hanya karena calon istri kedua pemohon tidak
ingin menikah kecuali dengan pemohon. Karena pada dasarnya
poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang mendesak saja dan
haruslah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam

undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini penulis kemukakan

beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Ada kalanya hakim hendak mengabulkan suatu perkara, terutama
perkara permohonan izin poligami sebaiknya melihat ketentuan-
ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena kesadaran hukum yang
dimiliki masyarakat, belum menjamin seseorang tersebut akan
mentaati peraturan yang berlaku.

2. Untuk para pihak yang akan mengajukan permohonan izin poligami,
ada baiknya mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang
berlaku agar dapat mencapai kesejahteraan dan keadilan yang

sesungguhnya.
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